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BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  22  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi 

pemberian tambahan penghasilan Pegawai di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Banjar termasuk pada saat terjadi 

keadaan darurat bencana di Daerah dan/atau pelaksanaan 
pembaharuan/perbaikan aplikasi e-kinerja dan/atau e-sejati, 
maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati 

Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan 
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5136); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 
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18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861); 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 

23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 

2020 Nomor 13); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 76 TAHUN 2019 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2019 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar 
(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 24 

(1) Validasi kehadiran dan pelaksanaan tugas harian untuk Asisten dan Staf 

Ahli Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Validasi kehadiran dan pelaksanaan tugas harian untuk Kepala 

Perangkat Daerah dilakukan oleh Pejabat yang bersangkutan. 
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2. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 31A 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 31A 

(1) Dalam keadaan tertentu pembayaran TPP dapat dibayarkan secara 
lumpsum. 

(2) Keadaan tertentu untuk pembayaran TPP secara lumpsum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan : 

a. di Daerah ditetapkan keadaan tanggap darurat bencana, yang 

mengakibatkan dilakukannya penyesuaian sistem kerja ASN/PNS 
Titipan/CPNS; dan/atau 

b. pelaksanaan pembaharuan dan/atau perbaikan sistem aplikasi e-

kinerja dan/atau e-sejati berdasarkan hasil evaluasi Tim Pengawasan 
dan Pengendalian TPP Kabupaten Banjar dan berdampak terhadap 

penyampaian laporan presensi kehadiran dan inputan kerja. 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 
 

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 7 April 2020     
 

  BUPATI BANJAR, 
 

 
       Ttd 
 

KHALILURRAHMAN 
 

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 7 April 2020    
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 
 

Ttd 
 

                 MOKHAMAD HILMAN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 22 

 
 


